
BUPATI WONOGIRI 

PROVINS! JAW A TENG AH 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 80 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 10 TAHUN 2023 

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN WONOGIRI 

TAHUN ANGGARAN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

a. bahwa guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan 

kegiatan perlu menyesuaikan standar harga satuan, maka 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Standar Harga Satuan Kabupaten Wonogiri Tahun 

Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten 

Wonogiri Tahun Anggaran 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah 

dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 



Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor I 2 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaiman 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 



Memperhatikan 

Menetapkan 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor I Tahun 

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 

165); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

20 l 6tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Milik Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54 7); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Sarang Milik Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2083); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

14. Peraturan Supati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Standar Harga Satuan Kabupaten Wonogiri Tahun 

Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2023 Nomor 10); 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS 

PERATURAN SUPATI WONOGIRI NOMOR 10 TAHUN 2023 

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KASUPATEN WONOGIRI 

TAHUN ANGGARAN 2024. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 

2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal5 

Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 

1.1. Honorariun Penanggung Jawab Pengelola 

Keuangan. 

1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 

1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD); 

1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 

Penerimaan; dan 

1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantuatau 

Bendahara Penerimaan Pembantu. 

Honorarium penanggung jawab pengelola 

keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan 

berdasarkan besaran pagu yang dikelola 

penanggung jawab pengelola keuangan untuk 

setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kepada penanggung jawab pengelola 

keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) 

DPA dapat diberikan honorarium dimaksud 

sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola 

dengan besaran didasarkan atas pagu dana 

yang dikelola pada 
. . 

masmg-masmg DPA. 

Alokasi honorarium tersebut dibebankan 

pada masing-masing DPA. 

b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan 

administrasi belanja pegawai di lingkungan 
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SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara 

pengeluaran pembantu. Besaran honorarium 

bendahara pengeluaran pembantu atau 

bendahara penerimaan pembantu diberikan 

mengacu pada honorarium PPK SKPD 

sesuai dengan pagu belanja pegawai yang 

dikelolanya. 

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai 

berikut: 

1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: 

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK 

dan tanpa dibantu oleh PPTK 

lainnya, jumlah PPK SKPD paling 

banyak 6 (enam) orang termasuk 

bendahara pengeluaran pembantu; 

dan 

b) KPA yang dibantu oleh PPTK,jumlah 

PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) 

orang termasuk bendahara 

pengeluaran pembantu. 

2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang 

membantu PPTK dalaml (satu) KPA tidak 

3) 

melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. 

Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang 

digabungkan diatur sebagai berikut: 

a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh 

melampaui jumlah PPK SKPD 

sebelum penggabungan; dan 

b) Besaran honorarium PPK SKPD 

didasarkan pada jumlah pagu yang 

dikelola PPK SKPD. 

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk 

honorarium penanggung jawab pengelola 

keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran 

paling banyak 10% (sepuluh persen) dari 

pagu yang dikelola; dan 

e. Dalam ha! bendahara pengeluaran telah 

diberikan tunjangan fungsional bendahara, 

yang bersangkutan tidak diberikan 



honorarium dimaksud. 

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. 

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan 

1.2.2. 

Barang/ Jasa. 

Honorarium diberikan kepada pejabat 

pengadaan barang/jasa untuk 

melaksanakan pemilihan penyedia 

barang/jasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan 

Pengadaan Barang/ Jasa. 

Honorarium diberikan kepada kelompok 

kerja pemilihan pengadaan barang/jasa 

untuk melaksanakan pemilihan penyedia 

barang/jasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran. 

Honorarium diberikan kepada pengguna 

anggaran dalam hal: 

a. Menetapkan penyedia untuk paket 

pengadaan barang, konstruksi, atau 

jasa lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; atau 

b. Menetapkan penyedia untuk paket 

pengadaan Jasa konsultasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan 

kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa 

telah menerima tunjangan pengelola pengadaan 

barang/jasa, tidak diberikan honorarium 

dimaksud. 

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan 

Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan 

kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas 

tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ 

berdasarkan surat keputusan pejabat yang 

berwenang. 

Dalam ha! UKPBJ sudah merupakan struktur 
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orgamsas1 tersendiri dan telah diperhitungkan 

dalam komponen tambahan penghasilan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium 

dimaksud. 

1.4. Honorarium Narasumber a tau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia. 

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas. 

Honorarium Narasumber atau pembahas 

diberikan kepada pejabat negara, pejabat 

daerah, aparatur sipil negara, dan pihak 

lain yang memberikan informasi atau 

pengetahuan dalam kegiatan seminar, 

rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan 

teknis, workshop, sarasehan, simposium, 

lokakarya, focus group discussion, dan 

kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk 

kegiatan pendidikandan pelatihan). 

Honorarium narasumber atau pembahas 

dapat diberikan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. satuan jam yang digunakan dalam 

pemberian honorarium narasumberatau 

pembahas adalah 60 (enam puluh) 

menit, baik dilakukan secara panel 

maupun individual. 

b. narasumber atau pembahas berasal 

dari: 

1) luar satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara ataumasyarakat; atau 

2) dalam satuan kerja perangkat 

daerah penyelenggara sepanjang 

peserta yang menjadi sasaran 

utama kegiatan berasal dari luar 

satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara dan/ atau Masyarakat. 

c. dalam ha! narasumber atau pembahas 

tersebut berasal dari satuan kerja 
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perangkat daerah penyelenggara, maka 

diberikan honorarium sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari honorarium 

narasum ber / pem bahas. 

1.4.2. Honorarium Moderator. 

Honorarium moderator diberikan kepada 

pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan 

pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan tugas 

sebagai moderator pada kegiatan seminar, 

rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan 

teknis, workshop, sarasehan, simposium, 

lokakarya, focus group discussion, dan 

kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk 

kegiatan pendidikandan pelatihan). 

Honorarium moderator dapat diberikan 

dengan ketentuan: 

a. moderator berasal dari luar satuan 

kerja perangkat daerah penyelenggara; 

atau 

b. moderator berasal dari dalam satuan 

kerja perangkat daerah penyelenggara 

sepanJang peserta yang menjadi 

sasaran utama kegiatan berasal dari 

luar satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara dan/ a tau masyarakat. 

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara. 

Honorarium pembawa acara yang diberikan 

kepada aparatur sipil negara dan pihak 

lain yang ditunjuk oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan tugas 

memandu acara dalam kegiatan seminar, 

rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, 

workshop, sarasehan, 
. . 

s1mpos1um, 

lokakarya, dan kegiatan seJems yang 

mengundang minimal menteri, kepala 

daerah / wakil kepala daerah,dan/atau 

pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas 

satuan kerja perangkat daerahdan/ a tau 
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masyarakat. 

1 .4.4. Honorarium Panitia 

Honorarium panitia diberikan kepada 

aparatur sipil negara yang diberi tugas 

oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia 

atas pelaksanaan kegiatan 

rapatkerja, 

workshop, 

sosialisasi, 

sarasehan, 

seminar, 

diseminasi, 

simposium, 

lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang 

peserta yang menjadi sasaran utama 

kegiatan berasal dari luar satuan kerja 

perangkat daerah penyelenggara dan/ a tau 

masyaraka t. 

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, 

rapat kerja, 

workshop, 

lokakarya, 

sosialisasi, 

sarasehan, 

diseminasi, 
. . 

s1mpos1um, 

dan kegiatan seJerns 

memerlukan tambahan panitia yang berasal 

dari non aparatur sipil negara harus 

dilakukan secara 

mempertim bangkan 

selektif 

urgensi, 

dengan 

dengan 

besaran honorarium mengacu pada besaran 

honorarium untuk anggota panitia. 

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) 

orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat 

diberikan honorarium maksimal 10% 

(sepuluh persen) dari jumlah peserta 

dengan mempertimbangkan efisiensi 

danefektivitas. Sedangkan untuk jumlah 

peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, 

jumlah panitia yang dapat diberikan 

honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 

Pemberian honorarium Jasa narasumber, 

moderator, atau pembawa acara professional 

(pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat 

melebihi besaran standar honor narasumber, 

moderator, atau pembawa acara sebagaimana 

Lercantum pad a Lam pi ran II Peraturan Bupati ini , 

sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran 



1.5. 

riil (pembiayaan secara at cost) 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. 

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas 

satuan kerja perangkat daerah, pengaturan 

batasan jumlah tim yang dapat diberikan 

honorarium bagi pejabat eselonI, pejabat eselon II, 

pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan 

pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah 

keanggotaan, tim yang dapat diberikan honor 

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

I 

No I Jabatan Klasifikasi i 

·-----~-I l n L21'J 
1 

2 

3 

Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 I 3 , 4 
---+--~-

Pejabat Eselon III 3 

Pejabat Eselon JV, Pelaksana, • 5 

dan Pejabat Fungsional 

4 5 

6 7 

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan 

jumlah honorarium yang diterima sebagaimana 

dimaksud di atas adalah sebagai berikut: 

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, atau kota yang telah 

memberikan tambahan penghasilan pada kelas 

jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 

bulan. 

b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang 

telah memberikan tambahan penghasilan 

pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau 

sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta 

rupiah) per bulan dan kurang dari 

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 

bulan. 

c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang 

telah memberikan tambahan penghasilan 

pada kelas jabatan tertinggi kurang dari 
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Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan. 

atau belum menerima tambahan penghasilan. 

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. 

Honorarium yang diberikan kepada 

seseorang yang diangkat dalam suatu tim 

pelaksana kegiatan untuk melaksanakan 

suatu tugas tertentu berdasarkan surat 

Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah. 

Ketentuan pembentukan tim yang dapat 

diberikan honorarium adalah sebagai 

berikut: 

a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan 

terukur; 

b. Bersifat koordinatif untuk tim 

pemerintah daerah: 

1) Dengan mengikutsertakan 

instansi pemerintah di luar 

pemerintah daerah yang 

bersangkutan untuk tim yang 

ditandatangani oleh Bupati; atau 

2) Antar satuan kerja perangkat 

daerah untuk tim yang 

ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah. 

c. Bersifat temporer dan pelaksanaan 

kegiatannya perlu diprioritaskan; 

d. Merupakan 

perangkapan 

tugas tambahan 

fungsi bagi 

atau 

yang 

bersangkutan di luar tugas dan fungsi 

sehari-hari; dan 

e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan 

efisien. 

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana 

Kegiatan 

Honorarium yang diberikan kepada 

seseorang yang diberi tugas melaksanakan 

kegiatan administratif untuk menunjang 

kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat 

tim pelaksana kegiatan merupakan bagian 
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tidak terpisahkan dari tim pelaksana 

kegiatan. 

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya 

dapat dibentuk untuk menunJang tim 

pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh 

sekretaris daerah. 

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya 

dapat dibentuk untuk menunJang tim 

pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh 

sekretaris daerah. 

Jumlah secretariat tim pelaksana kegiatan 

diatur sebagai berikut: 

a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk 

tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan 

oleh kepala daerah; atau 

b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim 

pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh 

Sekretaris Daerah. 

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah 

terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-

turut, pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, atau kota melakukan evaluasi 

terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan 

tim dimaksud untuk dipertimbangkan 

menjadi tugas dan fungsi suatu satuan 

kerja perangkat daerah. 

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, 

dan Beracara. 

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau 

Saksi Ahli. 

Honorarium pemberi keterangan ahli atau 

saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, 

pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan 

pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan 

memberikan informasi atau keterangan 

sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya 

yang diperlukan dalam tingkat penyidikan 

dan/ a tau persidangan dipengadilan. 

Dalam ha! instansi yang mengundang atau 
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memanggil pemberi keterangan ahli atau 

saksi ahli tidak memberikan honorarium 

dimaksud, instansi peng1nm pemberi 

keterangan ahli atau saksi ahli dapat 

memberikan honorarium dimaksud. 

1.6.2. Honorarium Beracara. 

Honorarium beracara diberikan kepada 

pejabat negara, pejabat daerah, aparatur 

sipil negara, dan pihak lain yang diberi 

tugas untuk beracara mewakili instansi 

pemerintah dalam persidangan pengadilan 

sepanjang merupakan tugas tambahan dan 

tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan 

tunjangan 

tambahan. 

kinerja atau tunjangan 

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan. 

Honorarium penyuluhan atau pendampingan 

diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non 

aparatur sipil negara yang diangkat untuk 

melakukan penyuluhan berdasarkan surat 

keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal 

ketentuan mengena1 upah minimum disuatu 

wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam 

Peraturan Bupati m1, satuan biaya ini dapat 

dilampaui dan mengacu pada peraturan yang 

mengatur tentang upah minimum provms1, 

kabupaten, atau kota dengan ketentuan: 

a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 

diberikan sesuai upah minimum provms1, 

kabupaten, atau kota setempat; 

b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan 

diberikan paling banyak 114% (seratus empat 

belas persen) dari upah minimum provinsi, 

kabupaten, atau kota setempat; 

c. Lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 

124% (seratus dua puluh empat persen) dari 

upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota 

setempat; 

d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 
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133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari 

upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota 

setempat; dan 

e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 

150% (seratus lima puluh persen) dari upah 

mm1mum provms1, kabupaten, atau kota 

setempat. 

1.8. Honorarium Rohaniwan. 

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang 

yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang 

sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah 

jabatan. 

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, 

Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan 

Pengelola Website. 

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal. 

Honorarium tim penyusunan jurnal 

diberikan kepada penyusun dan penerbit 

jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat 

yang berwenang. Unsur sekretariat adalah 

pembantu umum, pelaksana dan yang 

seJems, dan tidak berupas truktur 

organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, 

dalam menyusun Jurna nasional atau 

internasional dapat diberikan honorarium 

kepada mitra bestari (peer review) sebesar 

Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 

rupiah) per orang per jurnal. 

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau 

Majalah. 

Honorarium tim penyusunan buletin atau 

majalah dapat diberikan kepada penyusun 

dan penerbit bulletin atau majalah 

berdasarkan surat keputusan pejabat yang 

berwenang. 

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya 

berbagai liputan jurnalistik, pandangan 

tentang topik aktual yang patut diketahui 

pembaca. 
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Buletin adalah media cetak berupa 

selebaran atau majalah berisi warta singkat 

atau pernyataan tertulis yang diterbitkan 

secara periodik yang ditujukan untuk 

lembaga atau kelompok profesi tertentu. 

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi 

Informasi atau Website. 

Honorarium tim pengelola teknologi 

informasi atau website dapat diberikan 

kepada pengelola website atau media 

sejenis (tidak termasuk media sosial) 

berdasarkan surat keputusan kepala 

daerah. Website atau media sejenis tersebut 

dikelola oleh pemerintah daerah. 

Dalam ha! pengelola teknologi informasi 

atau website sudah merupakan struktur 

orgamsas1 tersendiri dan telah 

diperhitungkan dalam komponen 

tambahan penghasilan sesua1 dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

pengelola teknologi informasi atau website 

tidak diberikan honorarium dimaksud. 

Honorarium Penyelenggara Ujian. 

Honorarium penyelenggaraan UJJan merupakan 

imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, 

pengawasujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian 

yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan 

pemerintah daerah. 

Honorarium Penulisan Butir Saal Tingkat Provinsi, 

Kabupaten, atau Kata. 

Honorarium penulisan butir soal tingkat provms1, 

kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan 

kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan 

pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang 

bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian 

berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi 

akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan 

soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes 

bakat, tes minat, soal yang mengukur 
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kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru 

yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal 

kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan 

pemerintahan daerah. 

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan 

dan Pelatihan. 

1.12 .1. Honorarium Penceramah. 

Honorarium penceramah dapat diberikan 

kepada Penceramah yang memberikan 

wawasan pengetahuan dan/atau sharing 

expenence sesua1 dengan keahliannya 

kepada peserta pendidikan dan pelatihan 

pada kegiatan pendidikan dan pelatihan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Berasal dari luar satuan kerja 

Perangkat Daerah penyelenggara atau 

masyarakat; 

b. Berasal dari dalam satuan kerja 

perangkat daerah penyelenggara 

sepanjang peserta Pendidikan dan 

pelatihan yang menjadi sasaran utama 

kegiatan berasal dari luar perangkat 

daerah penyelenggara dan/ atau 

masyarakat; atau 

c. Dalam ha! penceramah terse but 

berasal dari satuan kerja perangkat 

daerah penyelenggara maka diberikan 

honorarium sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari honorarium penceramah. 

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar 

satuan kerja Perangkat Daerah 

penyelenggara. 

Honorarium dapat diberikan kepada 

pengajar yang berasal dari luar satuan kerja 

perangkat daerah penyelenggara sepanjang 

kebutuhan pengaJar tidak terpenuhi dari 

satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara. 

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari 
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dalam satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara. 

Honorarium dapat diberikan kepada 

pengajar yang berasal dari dalam satuan 

kerja perangkat daerah penyelenggara, baik 

widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi 

widyaiswara, honorarium diberikan atas 

kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. 

Ketentuan jumlah minimal tatap muka 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan 

dan Pelatihan. 

Honorarium penyusunan modul pendidikan 

dan pelatihan dapat diberikan kepada 

aparatur sipil negara atau pihak lain yang 

diberi tugas untuk menyusun modul untuk 

pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan 

berdasarkan surat Keputusan Bupati. 

Pemberian 

berpedoman 

berikut: 

honorarium dimaksud 

sebagai pada ketentuan 

a. Bagi widya 1swara, honorarium 

dimaksud diberikan atas kelebihan 

minimal jam tatap muka widya iswara 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi 

penyusunan modul pendidikan dan 

pelatihan baru atau penyempurnaan 

modul pendidikan dan pelatihan lama 

dengan persentase penyempurnaan 

substansi modul Pendidikan dan 

pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh 

persen). 

1.12.5.Honorarium Panitia Penyelanggaraan 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Honorarium panitia penyelanggaraan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat 
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diberikan kepada panitia penyelenggara 

Pendidikan dan pelatihan yang 

melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan 

dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator 

kunjungan serta hal lain yang menunjang 

penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan 

berjalan dengan baik dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Merupakan 

perangkapan 

bersangku tan; 

tugas tambahan 

fungsi bagi 

atau 

yang 

b. Dilakukan secara selektif dengan 

mempertimbangkan urgensinya; 

c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang 

atau lebih, jumlah panitia yang dapat 

diberikan honorarium paling tinggi 10% 

(sepuluh persen) dari jumlah peserta 

dengan mempertimbangkan efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan; 

d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat 

puluh) orang, jumlah panitia yang dapat 

diberikan honorarium paling banyak 4 

(empat) orang; dan 

e. Jam Pelajaran yang digunakan untuk 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan adalah 45 (empat puluh 

lima) menit. 

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah 

dapat diberikan kepada anggota tim yang 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah 

anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) 

anggota. 

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5A 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
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terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

1.1 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Belanja Perjalanan Dinas merupakan perjalanan 

keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

kepentingan Pemerintahan Daerah. 

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang 

dilakukan oleh pejabat negara, pejabat Daerah, 

aparatur sipil negara, dan piha klain. Adapun 

perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka: 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada 

jabatan; 

b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan seJems 

lainnya; 

c. pengumandahan (detasering); 

d. menempuh ujian dinas a tau ujian jabatan; 

e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai 

negeri atau menghadap seorang dokter penguji 

kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan 

surat keterangan dokter tentang kesehatan guna 

kepentingan jabatan; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat 

keterangan dokter, karena mendapat cedera pada 

waktu atau karena melakukan tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan 

majelis penguji kesehatan pegawai negeri; 

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara 

Diploma/ S 1 / 82 / 83; dan 

1. mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan 

memperhatikan beberapa prinsip antara lain: 

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang 

sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan 

pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah; 

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan 

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan 

perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan 
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dinas. 

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen 

sebagai berikut: 

a. uang harian; 

b. biaya transport; 

c. biaya penginapan; dan 

d. uang representasi perjalanan dinas. 

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati 1m mengatur 

komponen perjalanan dinas yang meliputi: 

a. uang harian; 

b. uang representasi; dan 

c. uang penginapan. 

Sedangkan komponen biaya transport diatur sebagai 

berikut: 

1.1.3. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri Dan Uang Representasi. 

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri. 

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas 

dalam negeri merupakan penggantian biaya 

keperluan sehari-hari pejabat negara, 

pejabat daerah, aparatur sipil negara ,dan 

pihak lain dalam menjalankan perintah 

perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 

8 (delapan) jam. Penggantian biaya 

keperluan sehari hari meliputi keperluan 

uang saku, keperluan transportasi lokal, 

dan keperluan uang makan Perjalanan 

dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 

(delapan) jam hanya dapat diberikan uang 

tran sportasi lokal. 

Uang harian pendidikan dan pelatihan 

diberikan dalam rangka menjalankan tugas 

untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan 

pelatihan yang diselenggarakan di dalam 

kota yang melebihi 8 (delapan) jam 

pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. 

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas. 

Uang representasi perjalanan dinas hanya 
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diberikan kepada pejabat negara, pejabat 

daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon 

II yang melaksanakan perjalanan dinas 

jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang melekat pada jabatan. 

Uang representasi perjalanan dinas, 

diberikan sebagai pengganti atas 

pengeluaran tambahan dalam kedudukan 

sebagai pejabat negara, pejabat daerah, 

pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam 

rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips 

porter, tips pengemudi, yang diberikan 

secara lumpsum. 

1.1.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri. 

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas 

dalam negeri merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk menyusun perencanaan 

kebutuhan biaya penginapan dalam rangka 

pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan 

biaya penginapan, diberikan biaya penginapan 

secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh 

persen) dari tarif penginapan di kota tempat 

tujuan. 

1.1.3. Besarnya uang transportasi lokal perjalanan 

dinas dalam kota/kabupaten berupa Bahan 

Bakar Minyak (BBM) yang ditentukan sesuai 

dengan jarak tempuh dari ibukota kabupaten 

ke ibukota kecamatan sebagi berikut: 

a. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Selogiri, BBM sejumlah Rp26.400,00 

b. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Ngadirojo, BBM sejumlah Rp35.200,00 

c. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Nguntoronadi, BBM sejumlah Rpl23.200,00 

d. Ibukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Wuryantoro, BBM sejumlah Rp70.400,00 

e. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 
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Manyaran, BBM sejumlah Rpl36.400,00 

f. Ibukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Eromoko, BBM sejumlah Rpl 14.400,00 

g. Ibukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Pracimantoro, BBM sejumlah Rp167.200,00 

h. Ibukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Baturetno, BBM sejumlah Rp184.800,00 

1. Ibukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Giritontro, sejumlah Rp242.000,00 

J. Ibukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Paranggupito, BBM sejumlah Rp299.200,00 

k. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Giriwoyo, BBM sejumlah Rp206.800,00 

I. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Batuwarno, BBM sejumlah Rp237.600,00 

m. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Karangtengah, BBM sejumlah Rp286.000,00 

n. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Tirtomoyo, BBM sejumlah Rp158.400,00 

o. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Jatisrono, BBM sejumlah Rpl27.600,00 

p. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Sidoharjo, BBM sejumlah Rp88.000,00 

q. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Girimarto, BBM sejumlah Rp105.600,00 

r. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Jatipurno, BBM sejumlah Rp158.400,00 

s. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Jatiroto, BBM sejumlah Rpl62.800,00 

t. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Purwantoro, BBM sejumlah Rp202.400,00 

u. Ibukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Slogohimo, BBM sejumlah Rp158.400,00 

v. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Bulukerto, BBM sejumlah Rp233.200,00 

w. lbukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Kismantoro, BBM sejumlah Rp228.800,00 

x. Ibukota Kabupaten Wonogiri Ke Kecamatan 

Puhpelem, BBM sejumlah Rp233.200,00 
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Untuk lokasi yang dituju dari kecamatan ke 

desa/kelurahan atau dari kecamatan ke 

kecamatan lain menggunakan keten tuan 

maksimal 1 liter BBM untuk jarak tempuh 7 

Kilometer. 

Perubahan harga BBM dan penambahan jarak 

tempuh ke lokasi yang dituju diperhitungkan 

sesuai dengan bukti riil, contoh: bukti 

pembelian BBM. 

1.1.5. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) 

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas 

dalam negen adalah satuan biaya un tuk 

pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) 

dari bandara keberangkatan suatu kota ke 

bandara kota tujuan, yang digunakan dalam 

perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya 

tiket terinci pada Lampiran II Peraturan Bupati 

1n1. 

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas 

dalam negen dapat dilaksanakan melebihi 

besaran standar biaya tiket pesawat 

perjalanan dinas dalam negeri dalam Lampiran 

II Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung 

dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan 

secara at cost). 

1.1.5. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri 

Saluan biaya yang digunakan 

menyusun perencanaan kebutuhan 

untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi: 

a. Keberangkatan 

untuk 

biaya 

1) Dari kantor tempat kedudukan asal 

menuju bandara, pelabuhan, terminal, 

atau stasiun untuk keberangkatan 

ke tempat tujuan; 

2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau 

stasiun kedatangan menuJU tempat 

tujuan; 
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b. Kepulangan 

1) Dari tempat tujuan menuJu bandara, 

pelabuhan, terminal, atau stasiun 

untuk keberangkatan 

kedudukan asal; atau 

ke tempat 

2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau 

stasiun kedatangan menUJU kantor 

tempat kedudukan asal. 

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau 

lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan 

taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, 

terminal, atau stasiun, biaya transportasi 

menggunakan satuan biaya transportasi darat 

atau biaya transportasi lainnya. 

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negen 

dapat dilaksanakan melebihi besaran standar 

biaya taksi dalam negeri dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati m1, sepanJang didukung 

dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan 

secara at cost). 

1.1.6. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota 

Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi 

Yang Sama (One Way) 

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota 

provms1 ke kabupaten/kota dalam provms1 

yang sama (one way atau sekali jalan) 

merupakan satuan biaya untuk Menyusun 

perencanaan kebutuhan biaya transportasi 

darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, 

aparatur sipil negara, dan pihak lain dari 

tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke 

tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 

satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam 

rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam 

negen. 

1. 1. 7. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari OKI 

Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) 

Satuan biaya transportasi dari DK! Jakarta ke 

kabupaten/kota sekitar merupakan satuan 
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biaya yang digunakan untuk menyusun 

perencanaan kebutuhan biaya transportasi 

bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur 

sipil negara, dan pihak lain dari tempat 

kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan 

di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, 

Kabupaten/ Kota Bekasi, Kabupaten/Kota 

Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan 

Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam 

rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam 

negen. 

1. 2 Satuan Bia ya Paket Kegiatan Ra pat a tau Pertemuan Di 

Luar Kantor. 

1.2.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau 

Pertemuan Di Luar Kantor 

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan 

biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang 

diselenggarakan di luar kantor dalam rangka 

penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan 

secara intensif dan bersifat koordinatif yang 

paling sedikit melibatkan peserta dari luar 

satuan kerja perangkat daerah a tau 

masyarakat. 

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau 

pertemuan diluar kantor menurut lama 

penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis 

yaitu: 

a. Paket Fullboard 

Satuan biaya paket fullboard disediakan 

untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan 

yang diselenggarakan diluar kantor sehari 

penuh dan menginap. 

Komponen paket mencakup akomodasi 1 

(satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi 

dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan 

dan fasilitasnya. 

b. Paket Fullday 

Satuan biaya paket fullday disediakan 

untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan 
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yang diselenggarakan diluar kantor minimal 

8 (delapan) jam tanpa menginap. 

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) 

kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, 

ruang pertemuan dan fasilitasnya. 

c. Paket Halfday 

Satuan biaya paket halfday disediakan 

untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan 

yang diselenggarakan diluar kantor minimal 

5 (lima) jam tanpa menginap. 

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) 

kali, rehatkopi pada kudapan 1 (satu) kali, 

ruang pertemuan dan fasilitasnya. 

d. Paket Residence 

Satuan biaya paket residence disediakan 

untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan 

yang diselenggarakan diluar kantor 

minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa 

mengmap. 

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) 

kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, 

ruang pertemuan dan fasilitasnya. 

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau 

pertemuan diluar kantor dilaksanakan 

dengan memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Akomodasi paket fullboard diatur 

sebagai berikut: 

a) Untuk pejabat eselon II atau yang 

disetarakan keatas, akomodasi 1 

(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; 

dan 

b) Untuk pejabat eselon III kebawah, 

akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 

(dua) orang; dan 

2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk 

kegiatan rapat, pengguna anggaran 

atau kuasa pengguna anggaran agar 

selektif dalam melaksanakan rapat 



1.2.2. 

-27-

atau pertemuan di luar kantor 

(fullboard, fullday, halfday, dan 

residence) dan mengu tamakan 

penggunaan fasilitas milik daerah serta 

harus tetap mempertimbangkan prinsip 

pengelolaan keuangan daerah yaitu 

tertib, taat pada peraturan perundang­

undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan. 

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan 

di Luar Kantor 

Panitia yang memerlukan waktu tambahan 

untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan 

dan penyelesaian pertanggungjawaban dan 

peserta yang memerlukan waktu tambahan 

untuk berangkat atau pulang diluar waktu 

pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan 

biaya penginapan dan uang harian perjalanan 

dinas sesuai keten tuan yang berlaku, un tuk 1 

(satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari 

sesudah pelaksanaan kegiatan. 

Uang saku diberikan apabila menghadiri 

undangan rapat di luar kantor di luar kota 

yanga diselenggarakan di hotel/rumah makan, 

mengmap dan tidak menginap diberikan 

sesuai daftar uang harian kegiatan rapat 

sebagaimana terlampir (halday, fullday, 

full board, residence). 

Pelaksanaan menyesuaikan rundown acara. 

Uang harian diberikan penuh apabila 

menghadiri undangan rapat di luar kantor di 

luar kota yang diselenggarakan selain di 

hotel/rumah makan, menginap dan tidak 

menginap atau study banding atau koordinasi 

contoh: undangan rapat di kantor Gubernur 

Jawa Tengah, undangan rapat di Gedung 

Pertemuan. 
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1.4 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas. 

Satuan biaya yang digunakan un tuk menyusun 

perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan 

dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, 

dan/ a tau kendaraan lapangan roda em pat a tau bus 

serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian 

guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pemerintah Daerah. 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 6 

Belanja Pemeliharaan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

1.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan 

Dalam N egeri 

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan 

dalam negeri merupakan satuan biaya yang 

digunakan untuk menyusun perencanaan 

kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau 

bangunan di dalam negen, guna menJaga atau 

mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar 

tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan 

tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 

2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak 

termasuk untuk pemeliharaan gedung atau 

bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi 

khusus berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi 

pemeliharaan biaya pemeliharaan gedung atau 

bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau 

bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau 

bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan 

halaman kantor. 

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan 

dalam negeri dialokasikan untuk: 

a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan /atau 
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b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang 

disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang 

dan dalam perjanjian diatur tentang adanya 

kewajiban bagi pengguna barang untuk 

melakukan pemeliharaan. 

1.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas 

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk 

menyusun perencanaan kebutuhan biaya 

pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang 

digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas 

agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai 

sesuai dengan peruntukannya. 

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan 

bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan 

bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional 

kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut: 

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 

a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan 

biaya pemeliharaan besar dan untuk 

selanjutnya harus dihapuskan dari daftar 

inventaris; dan/ a tau 

b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi 

dan/atau overhaul 

1.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor 

Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan 

satuan biaya yang digunakan untuk 

mempertahankan barang inventaris kantor (yang 

digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja 

dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC 

split, dan genset agar berada dalam kondisi normal 

(beroperasi dengan baik). Bia ya pemeliharaan genset 

belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. 

Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk 
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kebutuhan penggantian toner. 

4. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III pada 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang 

Standar Harga Satuan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 

2024 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2024. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal 15 D••••~•r 202J 

PATI WONOGIRI, 1 
Diundangkan di Wonogiri 

ada tanggal 15 Deae■)H' 2023 ~-
::,,,.--..,ET~S DAERAH 

I' 

P T~ WONOGIRI, 

) 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR ~ 



1 2 
14636 ITanaman 

14637 Tanaman 

14638 Program/ Aplikasi/ Software 

14639 Program/ Aplik.asi/ Software 

14640 Program/ Aplik.asi/ Software 
14641 Program/ Aplikasi/ Software 

14642 Program/ Aplikasi/ Software 

14643 Program/ Aplik.asi/ Software 
14644 Program/ Aplik.asi/ Software 

ITri colour Ukuran 50 - 100 cm 
Vlisium 

3 

Program Aplikasi parkir elektronik (in out) 

Aplikasi/Software Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Pengembangan aplikas1 simpus 

Aplik.asi e-Kelembagaan 

Akses kontrol pintu kartu FIRD 

Aplikasi firewall 

Sistem Informasi Puskesmas Poned 

590 

4 
Pohon/Batang 
Pohon 

Paket 

Paket 

Paket 

Paket 

Unit 

Unit 

Paket 

t 

5 
146.400 

36.400 

25.000.000 

198.810.000 

22.727.300 

85.000.000 

4.000.000 

18.000.000 

25.115.200 

6 

{ 



1 2 3 
3951 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas PAPUA 

Dalam Negeri - PEJABAT ESL. IV /GOL. III, 
II DAN I 

3952 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas PAPUABARAT 
Dalam Negeri - PEJABAT ESL. IV /GOL. III, 
II DAN I 

3953 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas PAPUA BARAT DAYA 
Dalam Negeri - PEJABAT ESL. IV /GOL. III, 
II DAN I 

3954 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas PAPUA TENGAH 
Dalam Negeri - PEJABAT ESL. IV /GOL. III, 
II DAN I 

3955 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas PAPUA SELATAN 
Dalam Negeri - PEJABAT ESL. IV /GOL. III, 
II DAN I 

3956 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas PAPUA PEGUNUNGAN 
Dalam Negeri - PEJABAT ESL. IV /GOL. III, 
II DAN I 

234 

4 

Orang/ hari Rp 

Orang/ hari Rp 

Orang/ hari Rp 

-
Orang/ hari Rp 

Orang/ hari Rp 

Orang/ hari Rp 

1ATI WONOGIRl, t 
"\IM.wr' 

,,- _ SUTOPO 

/ 
C 

5 6 
1.038.000 

967.000 

-
967.000 

1.038.000 

1.526.000 

1.536.000 



1 2 3 4 5 6 -2112 Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Operasional Peternakan - 1B Aseptor Rp 30.000 
Tanaman 

--- - --2113 Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Operasional Peternakan - Pemasangan Ear Tag/Neck tag ekor Rp 5.000 
Tana.man 

- -2114 Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Operasional Peternakan - Pemasangan Ear Tag/Neck tag ekor Rp 25.000 
Tanaman 

2115 Pemeliharaan Hewan clan Ternak serta Operasional Petemakan - Pemeriksaan dan Penerbitan Visum ekor Rp 300.000 
Tana.man 

- - . 2116 Pemeliharaan Hewan dan Temak serta Operasional Petemakan - pemeriksaan kebuntingan ekor Rp 5.000 
Tan.aman 

2117 Pemeliharaan Hewan dan Temak serta Operasional Peternakan - Pengobatan keliling -
ekor Rp 5.000 

Tanaman 
2118 Pemeliharaan Hewan dan Temak serta Operasional Petemakan - pengobatan kemajiran - --

ekor Rp 5.000 
Tanaman .___ 

- -2119 Pemeliharaan Hewan dan Temak serta Operasional Petemakan - Vaksinasi ND/ AI ekor Rp 1.000 
Tanaman 

- -2120 Pemeliharaan Hewan dan Temak serta Operasional Peternakan - Vaksinasi Rabies ekor Rp 12.000 
Tana.man 

2121 Pemeliharaan Hewan dan Ternak serta Operasional Peternakan - Vaksinasi SE ekor Rp 2.500 
Tana.man 

-

2122 Pemeliharaan Aplikasi/ Software/ Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Aplikasi/Sinkronisasi/Customisasi orang/hari Rp 5.000.000 
,_ Database Database -2123 Pemeliharaan Aplikasi/ Software/ Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan LAN dan hardware komputer tahun Rp 71.500.000 
1---

Database ~atda, Sistu dan PBB - - -- -2124 Pemeliharaan Aplikasi/ Software/ Pemeliharaan Aplikasi SIM PKB Paket Rp 25.000.000 
Database 

2125 Pemeliharaan Aplikasi/ Software/ Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi E-Kelembagaan -
paket Rp 85.000.000 

Database 
-2126 Pemeliharaan Aplikasi/ Software/ Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi e-Sakip Paket Rp 55.000.000 

Database 
2127 Pemeliharaan Aplikasi/ Software/ Pemeliharaan /perawatan aplikasi TPK dan Siber Stunting paket Rp 30.000.000 

Database 
2128 Pemeliharaan Aplikasi/ Software/ Pemeliharaan Aplikasi e-Retribusi Pasar - - --

Paket Rp 35.000.000 
Database 
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